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ABSTRACT

This quantitative study aims to examine the impact of Islamic Corporate Social
Responsibility (ICSR) and ownership structure on tax avoidance. The research population
consists of companies listed on the Jakarta Islamic Index (JII) for the period 2019-2023,
with a sample of 60 companies selected using purposive sampling. The structural model
was tested using the SmartPLS application. The results indicate that ICSR, managerial
ownership, and government ownership have a negative effect on tax avoidance.
Conversely, foreign ownership and institutional ownership do not have a significant
impact on tax avoidance. The negative influence of ICSR and managerial ownership
suggests that companies applying Islamic values and having strict oversight tend to be
more compliant with tax obligations. On the other hand, the lack of significance for
foreign and institutional ownership may be due to a focus on profitability and limited
involvement in tax policies.

Keywords: Tax Avoidance; ICSR (Islamic Corporate Social Reporting); managerial

ownership; government ownership,; foreign ownership; institutional ownership
ABSTRAKSI

Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk menguji dampak Tanggung Jawab Sosial
Islam (ICSR) dan struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak. Populasi penelitian
terdiri dari perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) selama periode 2019-
2023, dengan sampel sebanyak 60 perusahaan yang dipilih menggunakan metode
purposive sampling. Model struktural diuji menggunakan aplikasi SmartPLS. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa ICSR, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan
pemerintah berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, kepemilikan
asing dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap
penghindaran pajak. Pengaruh negatif ICSR dan kepemilikan manajerial menandakan
bahwa perusahaan yang menerapkan nilai-nilai Islam dan memiliki pengawasan ketat
cenderung lebih patuh dalam kewajiban pajak. Sebaliknya, kepemilikan asing dan
institusional yang tidak signifikan, kemungkinan karena fokus pada profitabilitas dan
kurangnya keterlibatan dalam kebijakan pajak.
Kata Kunci: Penghindaran pajak; ICSR (Islamic Corporate Social Reporting);

kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan
Institusional
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PENDAHULUAN

Islamic Corporate Social Reporting (ICSR) memiliki peran penting dalam
memastikan perusahaan beroperasi tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga
bertindak adil, transparan, dan bertanggung jawab secara sosial. ICSR menjadi alat bagi
perusahaan untuk mengomunikasikan komitmen mereka terhadap nilai-nilai Islam
kepada pemangku kepentingan, seperti investor dan masyarakat, yang semakin
menuntut praktik bisnis yang etis (Haniffa & Hudaib, 2007). Selain meningkatkan
kepercayaan dan loyalitas, ICSR juga mendorong transparansi dalam pelaporan terkait
zakat, kegiatan sosial, lingkungan, dan kesejahteraan, sehingga memperkuat reputasi
perusahaan dan mengurangi risiko praktik tidak etis (Farook et al., 2011). Lebih jauh,
ICSR mendukung pertumbuhan ekonomi syariah dengan mengintegrasikan tanggung
jawab sosial dalam perusahaan syariah, yang berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi
global (Dusuki & Abdullah, 2007).

Salah satu praktik tidak etis yaitu mengurangi pembayaran pajak melalui praktik
penghindaran pajak, yakni upaya legal yang dilakukan individu atau bisnis untuk
meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Penghindaran pajak melibatkan
pemanfaatan celah-celah dalam sistem perpajakan suatu negara (Prasetyo & Primasari,
2021), seperti klaim atas pengurangan dan kredit yang sah, investasi yang memberikan
manfaat pajak, serta pemanfaatan insentif pajak yang dirancang untuk mendorong
aktivitas tertentu, seperti menabung untuk masa pensiun atau membeli properti.

Terdapat dua argumen teoritis dalam literatur mengenai penghindaran pajak.
Argumen pertama dan tradisional menunjukkan bahwa penghindaran pajak mengarah
pada peningkatan nilai perusahaan, sedangkan argumen kedua dan alternatif
menunjukkan bahwa aktivitas penghindaran pajak terkait dengan perilaku oportunistik
manajemen. Berdasarkan argumen tradisional, aktivitas penghindaran pajak dianggap
sebagai tindakan memaksimalkan nilai perusahaan karena aktivitas ini memerlukan atau
melibatkan pengalihan kekayaan dari pemerintah kepada pemegang saham (Haryanto
et al., 2023; Permatasari et al., 2021).

Kepemilikan manajerial, yang merupakan bagian dari praktik tata kelola
perusahaan yang baik, dapat berpengaruh pada usaha penghindaran pajak di suatu
perusahaan. Kepemilikan manajerial merujuk pada proporsi saham yang dimiliki oleh
pihak manajemen dibandingkan dengan total saham yang beredar (Munisi et a/,, 2014).
Pemilikan manajerial mendorong manajemen untuk lebih berhati-hati dalam
pengambilan keputusan karena keputusan tersebut akan berdampak langsung pada
kesehatan perusahaan dan pada diri mereka sendiri sebagai pemegang saham
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perusahaan. Pemilikan manajerial seharusnya dapat mengurangi konflik kepentingan
antara manajemen dan pemegang saham karena manajer umumnya menunjukkan
tingkat diversifikasi yang rendah (Cabello et a/., 2019).

Dakhli, (2021); Hidayat & Zuhroh, (2023); Richardson et al, (2016)
mengungkapkan bahwa struktur kepemilikan memiliki dampak negatif dan signifikan
terhadap penghindaran pajak. Alkurdi & Mardini (2020) serta Ying et a/ (2017) juga
menyimpulkan bahwa penghindaran pajak memiliki korelasi negatif dengan struktur
kepemilikan manajerial dan institusional, yang mengurangi adopsi strategi penghindaran
pajak. Semakin besar proporsi kepemilikan institusional, semakin rendah kemungkinan
penggunaan strategi penghindaran pajak.

Penelitian Khan et a/. (2017) dan Kuo et al. (2020) menunjukkan dampak positif
kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak di Amerika Serikat dan Cina.
Sebaliknya, beberapa studi menunjukkan hubungan negatif di berbagai negara
berkembang dan negara maju (Alkurdi & Mardini, 2020; Dakhli, 2021; Hasan et al,
2023). Semakin tinggi proporsi kepemilikan institusional, semakin kecil kemungkinan
penggunaan penghindaran pajak, terutama jika tindakan ini dapat memicu oportunisme
manajerial atau mengurangi tingkat transparansi.

Perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan dengan saham dimiliki oleh
negara dapat dikelompokkan sebagai kepemilikan pemerintah. Pemilikan oleh
pemerintah berhubungan dengan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi di Eropa
dan Cina dibandingkan dengan jenis kepemilikan lainnya (Ninow et a/, 2021; Wang &
Lu, 2021; Ying et al., 2017). Namun, sedikit penelitian yang menyoroti adanya hubungan
negatif antara kepemilikan negara dan penghindaran pajak (Bradshaw et a/., 2019; Chan
et al., 2013; Hilling et al., 2021).

Di sisi lain, temuan penelitian terkait hubungan antara Corporate Social
Responsibility (CSR) dan penghindaran pajak menunjukkan hasil yang beragam. Apriliani
& Wulandari (2023) serta Dewi & Gunawan (2019) menemukan bahwa CSR tidak
memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, beberapa penelitian
lain seperti (Alsaadi, 2020; Zeng, 2018) menyimpulkan bahwa CSR justru memiliki
hubungan positif dengan penghindaran pajak. Selain itu, Prasetyo & Primasari (2021)
menemukan bahwa komisaris independen dan profitabilitas memiliki pengaruh signifikan
terhadap penghindaran pajak. Namun temuan ini bertentangan dengan temuan
Primasari (2019) yang menunjukkan tidak ada pengaruh proporsi komisaris independen
terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara CSR,
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struktur tata kelola perusahaan, dan penghindaran pajak, yang masih menjadi
perdebatan dalam kajian ilmiah.

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Teori Agensi

Teori agensi dalam konteks Islamic Corporate Social Responsibility (CSR)
berfokus pada hubungan antara pemilik (prinsipal) dan pengelola (agen), di mana dalam
keuangan Islam, terdapat tanggung jawab etis dan kepatuhan pada syariah. Berbeda
dengan pandangan tradisional teori agensi yang sering menekankan perilaku
kepentingan diri, CSR Islam menekankan tanggung jawab sosial yang lebih luas, seperti
keadilan sosial, amanah, dan kepedulian terhadap masyarakat. Hal ini mengintegrasikan
prinsip moral Islam ke dalam tata kelola perusahaan, terutama di lembaga keuangan
Islam (Safieddine, 2009).

CSR dalam Islam memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan pendekatan
konvensional, dengan menekankan tanggung jawab etis, keadilan sosial, dan
pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Berbeda dengan fokus pada
maksimalisasi keuntungan dalam teori keagenan konvensional, CSR Islam berakar pada
kewajiban moral untuk memastikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,
sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tanggung
jawab bisnis tidak terbatas pada profit semata, melainkan juga mencakup peran yang
lebih besar dalam menjaga keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan (Mohammed &
Muhammed, 2017).

Selain itu, CSR dalam Islam menegaskan pentingnya amanah dan tanggung
jawab sosial bersama, yang berlawanan dengan hubungan individualistik berbasis
kontrak seperti yang ditekankan dalam teori keagenan tradisional. Dalam konteks Islam,
tanggung jawab diperluas untuk mencakup kepedulian terhadap komunitas,
kepercayaan, dan pengendalian diri. Dengan demikian, CSR Islam menekankan harmoni
antara operasi bisnis dan nilai-nilai moral serta spiritual, menciptakan keseimbangan
yang mendukung keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan (Ceyhan & Barca,
2021).

Struktur kepemilikan merupakan salah satu instrumen penting dalam memahami
masalah agensi, dan dalam penelitian ini, dibagi menjadi empat kategori utama:
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan negara, dan kepemilikan
asing. Kepemilikan manajerial merujuk pada kepemilikan saham oleh manajemen

perusahaan, yang diukur sebagai persentase total saham yang dimiliki oleh manajemen
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(Munisi et al., 2014). Tingkat kepemilikan manajerial menunjukkan adanya keselarasan
tujuan antara prinsipal dan agen, di mana agen bertindak seolah-olah mereka juga
adalah prinsipal. Hal ini menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih berhati-hati
dan strategis. Dalam penelitian ini, variabel kepemilikan manajerial diukur dengan
menggunakan rasio jumlah saham yang dimiliki manajer terhadap jumlah saham yang
beredar.

Kepemilikan manajerial memainkan peran penting dalam mengurangi konflik
keagenan dalam konteks CSR Islam. Dengan manajer yang juga memiliki sasham, mereka
lebih selaras dengan kepentingan prinsipal, sehingga mengambil keputusan yang lebih
hati-hati dan strategis. Dalam CSR Islam, prinsip amanah dan tanggung jawab sosial
menekankan kepedulian terhadap komunitas dan moralitas dalam setiap tindakan. Oleh
karena itu, kepemilikan manajerial tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga
mendukung implementasi CSR yang sesuai dengan nilai-nilai etis Islam, menciptakan
keseimbangan antara tujuan bisnis dan tanggung jawab sosial.

Sementara itu, kepemilikan institusional mengacu pada persentase saham yang
dimiliki oleh lembaga keuangan atau institusi lain. Menurut Hadi & Mangoting (2014),
kepemilikan manajerial juga mencakup situasi di mana manajer perusahaan memiliki
saham perusahaan, menciptakan peran ganda sebagai manajer dan pemegang saham,
yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Di sisi lain, kepemilikan asing,
sebagaimana didefinisikan oleh Wiranata & Nugrahanti (2013) adalah proporsi saham
biasa perusahaan yang dimiliki oleh individu, badan hukum, atau pemerintah asing.
Investor asing dalam perusahaan sering kali dianggap memiliki perhatian lebih terhadap
peningkatan tata kelola perusahaan yang baik, dan hal ini dapat berperan dalam
memperkuat praktik manajemen perusahaan.

Dengan demikian, melalui keempat kategori kepemilikan ini, penelitian dapat
memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana struktur
kepemilikan memengaruhi perilaku manajemen, terutama dalam konteks penghindaran
pajak dan tata kelola perusahaan yang baik.

Goerke (2018) menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat CSR yang lebih
baik cenderung lebih terlibat dalam penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian Dewi
& Gunawan (2019) menunjukkan bahwa CSR tidak memiliki pengaruh signifikan
terhadap penghindaran pajak. Di sisi lain, (Zeng, 2018) dan (Alsaadi, 2020)
mengungkapkan bahwa CSR justru berhubungan positif dengan penghindaran pajak.

Winarno et al (2021) menemukan bahwa perusahaan yang berinvestasi lebih
tinggi dalam CSR menunjukkan perilaku penghindaran pajak yang lebih rendah.
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Sebaliknya, (Gulzar et al, 2018) menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat CSR
yang tinggi lebih sering terlibat dalam penghindaran pajak. Sementara itu, (Liu & Lee,
2019)mengungkapkan bahwa pengungkapan CSR dapat mengurangi praktik
penghindaran pajak. Namun, Apriliyana & Suryarini (2018) menemukan bahwa CSR tidak
memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Temuan yang beragam ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara CSR
dan penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa hubungan tersebut dapat
dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti struktur kepemilikan, sektor industri, atau
regulasi perpajakan di masing-masing negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Rashid et al., (2023) menguji apakah bisnis yang
aktif secara sosial dengan pengeluaran sosial perusahaan cenderung memiliki
kemungkinan lebih kecil untuk melakukan penghindaran pajak. Semakin tinggi
pengeluaran CSR perusahaan, semakin rendah tingkat penghindaran pajak. Temuan dari
penelitian (Riguen et a/, 2020) mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan
penghindaran pajak di perusahaan-perusahaan Malaysia menyatakan bahwa perusahaan
dengan nilai CSR yang tinggi berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak.
Kepemilikan institusional mengacu pada kepemilikan saham oleh entitas seperti lembaga
keuangan, perusahaan lain, atau organisasi.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki
dampak yang berbeda terhadap penghindaran pajak di berbagai negara. Di negara-
negara berkembang, kepemilikan manajerial cenderung memberikan dampak positif
terhadap penghindaran pajak (Cabello et al, 2019; Zeng, 2011). Namun, di negara
seperti Yordania dan Amerika Serikat, kepemilikan manajerial justru berdampak negatif
terhadap penghindaran pajak (Alkurdi & Mardini, 2020; Badertscher et al., 2013).

Kepemilikan oleh pemerintah juga memberikan hasil yang bervariasi terkait
penghindaran pajak. Di Eropa dan Cina, perusahaan dengan kepemilikan pemerintah
cenderung terlibat lebih banyak dalam penghindaran pajak dibandingkan dengan jenis
kepemilikan lainnya (Ninow et al., 2021, Wang & Lu, 2021, Ying et al., 2017). Meskipun
demikian, terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan hubungan negatif antara
kepemilikan negara dan penghindaran pajak, seperti yang ditemukan oleh (Bradshaw
et al., 2019; Chan et al, 2013; Hilling et al., 2021).

Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa dampak kepemilikan manajerial dan
kepemilikan negara terhadap penghindaran pajak sangat bergantung pada konteks
geografis, peraturan, serta karakteristik unik dari masing-masing negara atau wilayah.
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Pengaruh ICSR terhadap penghindaran pajak

Kepemilikan manajerial memainkan peran penting dalam mengurangi konflik
keagenan dalam konteks ajaran Islam, khususnya dalam penerapan Islamic Corporate
Social Responsibility (CSR). Dalam Islam, amanah dan tanggung jawab sosial merupakan
nilai inti yang harus dipatuhi. Dengan manajer yang juga memiliki saham, kepentingan
mereka selaras dengan prinsipal, sehingga mereka cenderung mengambil keputusan
lebih etis dan bertanggung jawab. Teori agensi dalam konteks ini menjadi lebih kuat
karena keputusan yang diambil mencerminkan kepedulian moral terhadap komunitas,
sejalan dengan prinsip syariah Islam.

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap penghindaran pajak, yang merupakan isu penting dalam konteks tata kelola
perusahaan dan tanggung jawab sosial. ICSR, yang mencakup pengungkapan nilai-nilai
etis dan kegiatan sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dapat memengaruhi
perilaku perusahaan dalam hal penghindaran pajak. Penelitian menunjukkan bahwa
pengungkapan ICSR yang baik dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan, pada
gilirannya, dapat mengurangi penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya
tekanan dari pemangku kepentingan untuk bertindak secara etis dan transparan dalam
laporan keuangan mereka (Arifin & Wardani, 2016).

Perusahaan dengan tingkat ICSR yang tinggi cenderung lebih patuh terhadap
peraturan perpajakan dan menghindari tindakan yang dapat merusak reputasi mereka,
termasuk penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Rashid et al, (2023)
menguji apakah bisnis yang aktif secara sosial dengan pengeluaran sosial perusahaan
cenderung memiliki kemungkinan lebih kecil untuk melakukan penghindaran pajak.

H1: ICSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
Pengaruh Kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak

Dalam konteks teori agensi, hubungan antara pemegang saham institusional dan
penghindaran pajak dapat dijelaskan melalui potensi konflik kepentingan antara prinsipal
(pemegang saham) dan agen (manajer). Ketika kepemilikan institusional tinggi, para
investor institusional mungkin menuntut manajer untuk memaksimalkan keuntungan
jangka pendek, yang dapat mendorong praktik penghindaran pajak. Namun, di sisi lain,
kepemilikan institusional juga dapat berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang
kuat, mengurangi insentif manajemen untuk terlibat dalam penghindaran pajak yang
berlebihan, sesuai dengan temuan yang mengindikasikan dampak negatif terhadap
penghindaran pajak.
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Penelitian yang dilakukan oleh Jiang et al, (2021) mengindikasikan bahwa
pemegang saham institusional di pasar saham China umumnya cenderung melakukan
investasi jangka pendek dan sering bertransaksi. Temuan dari Dakhli (2021)
menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berdampak negatif terhadap praktik
penghindaran pajak. Semakin besar proporsi kepemilikan institusional, semakin rendah
kemungkinan penggunaan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa
kepemilikan institusional memiliki dampak negatif terhadap penghindaran pajak (Alkurdi
& Mardini, 2020; Dakhli, 2021; Hidayat & Zuhroh, 2023; Ying et al., 2017). Sebaliknya,
temuan dari Richardson et a/ (2016) mengindikasikan bahwa struktur kepemilikan
berkorelasi positif dengan penghindaran pajak. Meskipun begitu, Bird & Karolyi, (2017)
serta Jiang et al. (2021) menemukan bahwa kepemilikan institusional memiliki dampak
positif terhadap penghindaran pajak. Peningkatan kepemilikan saham oleh investor
institusional cenderung mendorong praktik penghindaran pajak perusahaan. Ketika
tingkat konsentrasi kepemilikan rendah, peningkatan kepemilikan institusional dapat
memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong penghindaran pajak. Penelitian
Khan et al, (2017) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara peningkatan
konsentrasi kepemilikan terhadap penghindaran pajak.

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki
dampak yang berbeda terhadap penghindaran pajak di berbagai negara. Di negara-
negara berkembang, kepemilikan manajerial cenderung memberikan dampak positif
terhadap penghindaran pajak (Cabello et al, 2019; Zeng, 2011). Namun, di negara
seperti Yordania dan Amerika Serikat, kepemilikan manajerial justru berdampak negatif
terhadap penghindaran pajak (Alkurdi & Mardini, 2020; Badertscher et a/., 2013).

Dengan adanya kepemilikan saham oleh manajemen, tingkat penghindaran pajak
dapat ditekan dan ETR dapat meningkat karena keputusan yang diambil akan berdampak
langsung pada entitas yang mereka miliki (Dakhli, (2021), Hidayat & Zuhroh, (2023),
Richardson et al., (2016).

H3: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
Pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak

Investor asing dalam perusahaan sering kali dianggap memiliki perhatian lebih
terhadap peningkatan tata kelola perusahaan yang baik, dan hal ini dapat berperan
dalam memperkuat praktik manajemen perusahaan. Dewan direksi dengan anggota

pemilik asing memiliki kemampuan untuk memahami strategi perusahaan dengan lebih
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baik, termasuk dalam hal penghindaran pajak, serta meningkatkan prosedur yang
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham Barros dan Sarmento,
(2020)
H4: Kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
Pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap penghindaran pajak

Menurut Putra & Suhardianto, (2020), adanya hubungan politik melalui
kepemilikan pemerintah tidak akan menyebabkan perusahaan cenderung terlibat dalam
praktik kecurangan pajak. Sebaliknya, kepemilikan pemerintah diharapkan dapat
menjadi pengawas tambahan terhadap manajemen yang efektif karena dianggap
memiliki pengetahuan yang baik tentang peraturan perpajakan. Selain itu, kepemilikan
pemerintah cenderung berada di bawah pengawasan publik, sehingga dapat
memberikan informasi yang lebih melimpah bagi para pemangku kepentingan
(Honggowati et al., 2019).
H5. Kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bersifat asosiatif dan berfokus pada perusahaan yang terdaftar di
Jakarta Islamic Index selama periode 2019-2023. Pengambilan sampel dilakukan dengan
menggunakan metode purposive, dengan kriteria sebagai berikut: (1) Perusahaan
manufaktur yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index pada periode 2019-2023, (2)
Perusahaan yang memiliki data keuangan lengkap sesuai dengan kebutuhan penelitian
ini (3) Perusahaan secara konsisten menerbitkan laporan perusahaan pada tahun 2019-
2023 dan (4) Perusahaan yang membayar pajak penghasilan (tidak menerima manfaat
pajak). Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder berupa laporan
tahunan dan laporan keuangan yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia yaitu

www.idx.co.id, website masing-masing perusahaan.

Model persamaan berikut digunakan untuk menganalisis pengaruh Islamic
Corporate Social Reporting (ICSR) dan berbagai bentuk kepemilikan terhadap
penghindaran pajak.

TaxAvoidance = Bo + B1 ICSR + B2 GovOwnership + B3z ManagerialOwnership
+ B4 ForeignOwnership + Bs InstitutionalOwnership + €

Keterangan:

- TaxAvoidance = Tingkat penghindaran pajak (variabel dependen)
- ICSR = Islamic Corporate Social Reporting

- GovOwnership = Kepemilikan pemerintah
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ManagerialOwnership = Kepemilikan manajerial

ForeignOwnership = Kepemilikan asing

InstitutionalOwnership = Kepemilikan institusional
- E = Error term

Sedangkan definisi operasional dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu:

1. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)
Penghindaran pajak diukur dengan menggunakan proksi Effective Tax Rate
(ETR), yaitu rasio antara beban pajak dengan laba sebelum pajak. Semakin
rendah ETR, semakin tinggi penghindaran pajak.

2. Islamic Corporate Social Reporting (ICSR)
Diukur berdasarkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai
prinsip syariah, meliputi pelaporan zakat, kepedulian sosial, lingkungan, dan
kepatuhan terhadap hukum syariah. ICSR diukur dengan angka dummy (1 jika
ada dan 0 jika tidak ada dalam laporan yang dirilis emiten).

3. Kepemilikan Pemerintah (Government Ownership)
Persentase saham yang dimiliki oleh entitas pemerintah dalam perusahaan.
Diukur dalam bentuk persentase total saham yang dimiliki oleh instansi
pemerintah.

4. Kepemilikan Manajerial (Managerial Ownership)
Persentase saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan, seperti direktur
atau eksekutif, terhadap total saham perusahaan. Semakin tinggi persentasenya,
semakin besar pengaruh manajemen dalam pengambilan keputusan.

5. Kepemilikan Asing (Foreign Ownership)
Persentase saham yang dimiliki oleh investor asing dalam perusahaan. Diukur
berdasarkan rasio saham yang dimiliki oleh entitas non-domestik terhadap total
saham perusahaan.

6. Kepemilikan Institusional (Institutional Ownership)
Persentase saham yang dimiliki oleh lembaga keuangan, seperti bank,
perusahaan asuransi, dan dana pensiun. Kepemilikan institusional sering diukur
dalam persentase saham vyang dimiliki lembaga terhadap total saham

perusahaan.
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Tabel 1. Kriteria Sampel

Jumlah perusahaan 30
Perusahaan yang tidak memiliki data lengkap 0

Perusahaan yang tidak konsisten menerbitkan Laporan keuangan (16)
Perusahaan yang menerima manfaat pajak (2)
Jumlah sampel 12
Total sampel = 12 x5 60

Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Tabel 2. Daftar Perusahaan

No Perusahaan No Perusahaan
1 ADARO 7 KLBF

2 ANTM 8 TLKM

3 BRPT 9 INTP

4 ICBP 10 UNTR

5 INCO 11  UNVR

6 INDF 12 PTBA

Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu
data dari sampel penelitian dengan menganalisis nilai rata-rata (mean), standar deviasi,
nilai maksimum, dan nilai minimum. Untuk menguji hipotesis, menggunakan PLS SEM

(Partial Least Square Structural Equation Modelling).
HASIL PENELITIAN

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kepemilikan institusional
mendominasi, dengan rata-rata kepemilikan yang sangat tinggi (88,14%), menandakan
bahwa mayoritas saham di perusahaan-perusahaan ini dimiliki oleh institusi. Kepemilikan
asing dan kepemilikan pemerintah juga cukup signifikan, tetapi bervariasi secara luas di
antara perusahaan-perusahaan. Kepemilikan manajerial cenderung rendah,
menunjukkan bahwa manajer memiliki porsi saham yang kecil. Sementara ISR dan
penghindaran pajak yang diukur dengan ETR  menunjukkan keterlibatan atau
pencapaian yang lebih rendah pada variabel tersebut. Selengkapnya lihat tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Deskriptif Statistik

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
KA 60 6,92 93,10 41,6083 30,97396
KM 60 ,00 72,18 6,9107 19,88372
KP 60 ,00 70,91 17,7203 27,65369
KI 60 17,56 99,81 88,1446 20,18539
ISR 60 43,75 78,26 63,5588 11,91080
ETR 60 ,16 ,79 ,2743 ,11089

Valid N (listwise) 60

Sumber: Hasil Penelitian, 2024
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—MaMN—— K. Asing
K. Asing

Gambar 1. Uji Hipotesis

0.041 (0.340)

-0.248 (0.000)
K. Manajerial

~0.252 (0.007)
= MNaMN—— K. Pemerith
0.200 (0.081)

—— MNaMN-——-o/ ETR

K. Pemerith

Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis

P values
ICSR >ETR 0,000
Kepemilikan asing >ETR 0,340
Kepemilikan istitusional >ETR 0,081
Kepemilikan manajemen ->ETR 0,000
Kepemilikan pemerintah >ETR 0,007

Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islamic Corporate Social Responsibility
(ICSR) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini
mendukung teori agensi, di mana praktik ICSR yang lebih kuat mencerminkan kepatuhan
moral dan tanggung jawab sosial, sehingga menurunkan insentif untuk menghindari
pajak. Sebaliknya, kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan, yang
mengindikasikan bahwa pemegang saham institusional di pasar modal yang kurang
efisien mungkin lebih berfokus pada keuntungan jangka pendek. Kepemilikan manajerial
dan pemerintah juga menunjukkan pengaruh signifikan negatif, mendukung argumen
bahwa keterlibatan langsung pemegang saham dalam manajemen meningkatkan
akuntabilitas dan transparansi, mengurangi penghindaran pajak.

Temuan penelitian ini konsisten dengan teori agensi, di mana konflik kepentingan
antara pemilik dan manajer dapat dikurangi melalui kepemilikan manajerial dan
tanggung jawab sosial yang kuat. Hasil ini juga sejalan dengan riset terdahulu yang
menyatakan bahwa penerapan ICSR mampu menekan praktik penghindaran pajak
(Ceyhan & Barca, 2021). Sementara itu, hasil terkait kepemilikan institusional yang tidak
signifikan menunjukkan kesamaan dengan penelitian oleh Jiang et al (2021) yang

174



Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 13 No.2 Oktober 2024, hal 163-180

menemukan bahwa investor institusional lebih berfokus pada keuntungan jangka
pendek.

Dalam praktiknya, hasil ini mengindikasikan pentingnya penguatan regulasi ICSR
di perusahaan untuk mendorong kepatuhan pajak, sebagaimana telah diterapkan di
negara-negara seperti Malaysia yang mewajibkan pelaporan CSR berbasis syariah. Selain
itu, pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap investor institusional yang
mungkin lebih berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Di hegara-negara dengan
pasar modal kurang efisien, seperti Indonesia, peningkatan kepemilikan manajerial dan
pemerintah dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan akuntabilitas fiskal
perusahaan.

Hasil penelitian ini juga relevan dalam konteks pasar modal Indonesia yang masih
tergolong kurang efisien, sebagaimana dijelaskan oleh Efficient Market Hypothesis
(EMH). Dalam pasar yang kurang efisien, informasi tidak sepenuhnya tercermin dalam
harga saham, yang dapat mendorong perusahaan dan pemegang saham institusional
untuk mencari keuntungan jangka pendek melalui praktik seperti penghindaran pajak.
Temuan bahwa kepemilikan manajerial dan pemerintah menurunkan penghindaran
pajak menunjukkan bahwa keterlibatan aktif kedua jenis pemegang saham ini dapat

meningkatkan transparansi dan mengurangi praktik spekulatif di lingkungan tersebut.

SIMPULAN

Penelitian ini sejalan dengan teori agensi, yang menyoroti adanya potensi konflik
antara prinsipal (pemilik saham) dan agen (manajemen perusahaan). ICSR, kepemilikan
manajerial, dan kepemilikan pemerintah menunjukkan pengaruh negatif terhadap
penghindaran pajak, mendukung argumen bahwa dengan adanya tanggung jawab moral
dan kepemilikan langsung, manajemen cenderung lebih selaras dengan kepentingan
pemilik dalam mengambil keputusan yang lebih etis dan transparan. Sebaliknya,
kepemilikan institusional dan asing, yang cenderung berfokus pada keuntungan jangka
pendek, tidak menunjukkan dampak signifikan pada penghindaran pajak, menunjukkan
kurangnya kontrol terhadap perilaku agen dalam konteks penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat diberikan.
Pertama, perusahaan perlu memperkuat komitmen terhadap Tanggung Jawab Sosial
Islam (ICSR), karena terbukti bahwa tingkat ICSR yang lebih tinggi dapat mengurangi
penghindaran pajak, yang pada akhirnya akan meningkatkan reputasi perusahaan di
mata pemangku kepentingan dan publik. Kedua, pemerintah dan otoritas pajak
sebaiknya mempertimbangkan insentif yang lebih kuat untuk perusahaan yang
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menunjukkan kepatuhan pajak melalui program CSR, sehingga dapat mendorong
perilaku perusahaan yang lebih bertanggung jawab secara sosial dan fiskal. Ketiga,
perusahaan dengan kepemilikan pemerintah harus meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas, karena kepemilikan ini terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap
penghindaran pajak.

Salah satu keterbatasan dalam penelitian ini adalah fokusnya hanya pada
perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pasar modal Indonesia, yang masih tergolong
kurang efisien. Hal ini dapat membatasi generalisasi temuan ke pasar modal yang lebih
efisien. Selain itu, penelitian ini tidak memperhitungkan faktor eksternal lain seperti
kebijakan perpajakan internasional atau perubahan regulasi yang mungkin memengaruhi
hubungan antara struktur kepemilikan dan penghindaran pajak. Penggunaan data cross-
sectional juga menjadi keterbatasan, karena tidak dapat menangkap perubahan
dinamika penghindaran pajak dalam jangka panjang.
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